WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR
RAKYAT, IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA

Menimbang

Mengingat

TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan
Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu
menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan

pasar dan toko swalayan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Usaha
Pengelolaan  Pasar Rakyat, Izin Usaha  Pusat

Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1956 Nomor 1091), Undang - Undang Darurat
Nomor S5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat
I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib
Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3214);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha,
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Republik Indonesia Nomor 5587);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan Dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Pasar Desa;

Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  70/M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 56/M-
DAG/PER/9/2014;
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2019

tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana
Perdagangan;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan
Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016
Nomor 10);



Menetapkan

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun

2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERBITAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR RAKYAT,
IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA
TOKO SWALAYAN,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintah yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perdagangan.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan
Perdagangan yang disingkat Dinas KOPDAG adalah Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan
Kota Pangkalpinang.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPMPTSP &
NAKER adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota
Pangkalpinang.

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan
transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan

melampaui batas wilayah negara dengan tujuan



10.

11.

12.

13.

14.

15.

pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk
memperoleh imbalan atau kompensasi.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga
negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
usaha di bidang Perdagangan.

Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat
bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai
jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.

Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang
terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan
secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau
disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri
untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya
satu penjual.

Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan
mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran
yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department
Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk
Perkulakan.

Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang selanjutnya
disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala
mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha,
baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip
saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan
menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah dengan usaha besar.



Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya
disingkat I[UPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan
usaha pengelolaan Pasar Rakyat.

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat
[UPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha
pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat
IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha

pengelolaan Toko Swalayan.

PERSYARATAN PENERBITAN IUPPR, IUTS DAN IUPP

Pasal 2

Permohonan IUPPR, IUTS dan IUPP diajukan
Pemohon kepada Pejabat Penerbit, dengan mengisi
formulir surat permohonan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, serta
dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1):

a. Untuk IUPPR yang berdiri sendiri:

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat;

2. rekomendasi dari instansi yang berwenang;

3. fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang
berwenang bagi daerah yang belum memiliki
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;

4. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB); dan

5. fotokopi akte pendirian dan/ atau perubahan
perusahaan dan pengesahannya bagi
perusahaan yang berbadan hukum Perseroan

Terbatas atau Koperasi..



b. Untuk IUPP dan IUTS yang berdiri sendiri :

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat;
rekomendasi dari instansi yang berwenang;
fotokopi surat izin lokasi dari instansi yang
berwenang bagi daerah yang belum memiliki
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;

4. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan
(IMB);

5. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan
perusahaan dan  pengesahannya bagi
perusahaan yang berbadan hukum Perseroan
Terbatas atau Koperasi; dan

6. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan
Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau

Toko Swalayan.

c. Untuk IUPPT dan IUTS yang terintegrasi dengan
Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan
lain :

1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi
masyarakat;
rekomendasi dari instansi yang berwenang;
fotokopi IUPP Pusat Perbelanjaan atau
bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar
Rakyat atau Toko Swalayan;

4. fotokopi akte pendirian dan/atau perubahan
perusahaan dan  pengesahannya  bagi
perusahaan yang berbadan hukum Perseroan
Terbatas atau Koperasi; dan

5. rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau
Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau

Toko Swalayan.



JAM KERJA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

Jam kerja Pusat Perbelanjaan, Supermarket,
Hypermarket, dan Department Store adalah sebagai

berikut :

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00
sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai
dengan pukul 23.00 WIB.

Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari
tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja

melampaui pukul 22.00 waktu setempat.

Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang
akan menyelenggarakan jam kerjanya seperti yang
dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan permohonan
tertulis dan mendapat persetujuan Walikota melalui

Dinas yang membidangi perdagangan.



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 April 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,
dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 29



